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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran

pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam

proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem

akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan

klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka

pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan

ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi

untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran

tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD

dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran

sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang

-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, dalam undang-undang

ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai

dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit
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organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat

persetujuan DPR/DPRD1.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya

memperbaiki proses penganggaran disektor publik adalah penerapan

anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran

berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja

dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat

daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam

sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyususnan

rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat

daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran

kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut dapat terpenuhi

sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan

pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat

daerah yang bersangkutan2.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran

berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan

klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan

secara internasional. Perubahan dalam pengelompokkan transaksi

pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan

1 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,
Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 77

2 Ibid.
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anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan

proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi

dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian

dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah3.

Selama ini anggaran belanja pemerintah dikelompokkan atas

anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.

Pengelompokan dalam anggran belanja rutin dan anggran belanja

pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan penekanan

pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah

menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan

penyimpangan anggaran. Sementara itu, penuangan rencana

pembangunan dalam suatu dokumen perencanaan nasional lima

tahunan yang ditetapkan dengan undang-undang dirasakan tidak

realistis dan semakin tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan

penyelenggaraan pemerintahan dalam era globalisasi.

Perkembangan dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan

membutuhkan sistem perencanaan fiskal yang terdiri dari sistem

penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure

Framework) sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju4.

Walaupun anggaran dapat disusun dengan baik, jika proses

3Sadu Wasistiono&Yonatan Wiyoso,2009,Meningkatkan Kinerja DPRD, Fokusmedia,
Bandung, hlm. 8

4 Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 78
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penetapannya terlambat akan berpotensi menimbulkan masalah

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu diatur secara jelas

mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk

pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi

pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah dan di

DPR/DPRD5.

Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah

tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam

melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah

disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan

sasaran kinerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD

merupakan salah satu fungsi yang dimiliki lembaga legislatif daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang

dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan politik, penekanannya

terletak pada kebijakan-kebijakan strategis dan bukan pengawasan

teknis maupun administratif. Sehubungan dengan fungsi pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini maka DPRD harus mampu

membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap

kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya

adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan.

5 Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho, 2004, Akuntabilitas Publik dan Fungsi
Pengawasan DPRD, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta, hlm. 5.
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Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap

pelaksanaan APBD dapat diimplementasikan melalui penggunaan hak-

hak yang dimilikinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki DPRD

sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 43 disebutkan secara

garis besar hak-hak DPRD meliputi hak interpelasi, hak angket dan

menyatakan pendapat.

Secara rinci hak-hak tersebut dapat dijabarkan sesuai

kewenangan DPRD yaitu hak mengadakan penyelidikan, hak meminta

keterangan kepada pemerintah daerah, hak mengajukan pernyataan

pendapat dan hak mengadakan perubahan atas rancangan peraturan

daerah. Adanya berbagai hak yang dimiliki DPRD tersebut sehingga

lembaga ini tidak terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat

teknis administratif yang pada akhirnya menyita banyak waktu dan

pekerjaan yang bersifat kebijakan terabaikan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat 1 DPRD

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi ; a. Pembentukan Perda

Kabupaten/Kota; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. Masih dalam

Undang-Undang yang sama, pada pasal 154 ayat 1 DPRD

Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang; butir c.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD

Kabupaten/Kota.
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Efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, maka para anggota DPRD dituntut

memiliki kemampuan administratif yakni mengetahui dan memahami

berbagai kebijakan mengenai anggaran daerah maupun kemampuan

teknis yang memadai. Melalui fungsi anggaran berarti DPRD harus

mampu mengkritisi anggaran pemerintah daerah sesuai dengan skala

prioritas kebutuhan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan oleh DPRD

pada dasarnya bertujuan untuk mengawal pelaksanaan anggaran

dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan agar

sesuai dengan harapan masyarakat yakni adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan berjalannya pemerintahan

sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Urgensi pengkajian fungsi pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan APBD di berbagai daerah di kabupaten/kota di Sumatera

Selatan khususnya Kota Pagaralam menjadi suatu kajian tersendiri

mengingat fungsi lembaga ini yang ada di daerah dari berbagai

penelitian belum memberikan konstribusi yang berarti khususnya

dalam bidang pengawasan. Sebagai contoh yang dapat dilihat

mencuatnya berbagai kasus penyimpangan APBD baik yang terjadi

secara sengaja atau karena kekeliruan menafsirkan aturan yang ada.

Fungsi DPRD di bidang pengawasan anggaran juga banyak

disoroti oleh masyarakat maupun kalangan Lembaga Swadaya
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Masyarakat, dimana institusi tersebut memandang bahwa kinerja

DPRD dalam pengawasan ini belum optimal sehingga hal ini

menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kedudukan DPRD

sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Gambaran umum mengenai masalah-masalah yang berkaitan

dengan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD

sebagaimana digambarkan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi

DPRD Kota Pagaralam. Hal ini terutama pada implementasi fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Bainyaik indikaisi menunjukkain baihwai lemaihnyai pengaiwaisain

DPRD tercermin dairi kuailitais pekerjaiain proyek, sertai aidainyai kegiaitain

yaing dilaiksainaikain tidaik tercaintum dailaim AiPBD, selaiin itu maisih

dijumpaii berbaigaii maisailaih penggunaiain ainggairain dailaim pelaiksainaiain

berbaigaii kegiaitain yaing dilaiksainaikain oleh instainsi teknis di daieraih ini.

Oleh kairenai itu perainain DPRD Kotai Paigairailaim sesuaii dengain tugais

dain fungsinyai sebaigaii lembaigai legislaitif daieraih dailaim melaikukain

pengaiwaisain pelaiksainaiain AiPBD merupaikain perain straitegis

sebaigaiimainai aimainaih Undaing-undaing kairenai memiliki kewenaingain

yaing melekait paidai kedudukain sebaigaii lembaigai legislaitif daieraih.

Berdaisairkain indikaisi tersebut, peneliti tertairik untuk melaikukain

penelitiain yaing haisilnyai aikain dituaingkain dailaim bentuk tesis dengain

judul : ”Perainain Dewain Perwaikilain Raikyait Daieraih Kotai Paigairailaim

dailaim Melaikukain Pengaiwaisain Terhaidaip Pelaiksainaiain Ainggairain
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Pendaipaitain Dain Belainjai Daieraih”

B. Permasalahan

Pokok permaisailaihain yaing aikain dibaihais dailaim tesis ini aidailaih

sebaigaii berikut:

1. Baigaiimainai perainain Dewain Perwaikilain Raikyait Daieraih Kotai

Paigairailaim Dailaim Melaikukain pengaiwaisain Terhaidaip Pelaiksainaiain

Ainggairain Pendaipaitain Dain Belainjai Daieraih?

2. Aipaikaih kendailai DPRD Kotai Paigairailaim dailaim melaikukain

Pengaiwaisain Terhaidaip Pelaiksainaiain Ainggairain Pendaipaitain Dain

Belainjai Daieraih ?

C. Ruang Lingkup

Ruaing lingkup penelitiain, terutaimai di titik beraitkain paidai

penelusurain terhaidaip perainain DPRD Kotai Paigairailaim dailaim

melaikukain pengaiwaisain terhaidaip pelaiksainaiain Ainggairain Pendaipaitain

Dain Belainjai Daieraih dain kendailainyai, tainpai menutup kemungkinain

menyinggung pulai hail-hail laiin yaing aidai kaiitainnyai dengain

permaisailaihain yaing diteliti.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuain penelitiain yaing laiporainnyai dailaim bentuk tesis ini,

aidailaih untuk mengainailisis dain menjelaiskain :

a. Perainain DPRD Kotai Paigairailaim dailaim melaikukain pengaiwaisain
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terhaidaip pelaiksainaiain Ainggairain Pendaipaitain Dain Belainjai Daieraih.

b. kendailai DPRD Kotai Paigairailaim dailaim melaikukain

pengaiwaisainterhaidaip Pelaiksainaiain Ainggairain Pendaipaitain Dain

Belainjai Daieraih.

2. Manfaat Penelitian

a. Secairai teoritis penelitiain tesis ini aidailaih sebaigaii kaijiain di bidaing

ilmu pengetaihuain hukum khuusnyai Hukum Pemerintaihain Daieraih

dailaim raingkai memperluais sistem dain konsep pengelolaiain

keuaingain daieraih di bidaing teori dain prinsip-prinsip pemerintaihain

Daieraih dain otonomi daieraih.

b. Secara praktis penulisan tesis ini bermanfaat untuk kepentingan

praktik penyelnggaraan Pemerintahan Daerah yang berkaitan

dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah oleh DPRD.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Seibagai sarana untuk meinganalisis teisis ini, peinulis

meinggunakan beibeirapa teiori, yaitu:

a. Teori Desentralisasi.

Teiori Deiseintralisasi dipakai untuk meimbeiri justifikasi

adanya sisteim peimeirintahan di daeirah. Deiseintralisasi adalah

peinyeirahan weiweinang peimeirintahan oleih peimeirintah pusat

keipada daeirah otonom dalam keirangka Neigara Keisatuan
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Reipublik Indoneisia. Seibagai salah satu seindi neigara yang

deimokratis (deimocratischeireichtsstaat), deiseintralisasi

meirupakan pilihan yang teipat dalam rangka meinjawab beirbagai

peirsoalan yang dihadapi neigara dan bangsa seikarang dan di

masa yang akan datang.

Peintingnya deiseintralisasi pada eiseinsinya agar peirsoalan

yang kompleiks deingan dilatar-beilakangi oleih beirbagai faktor dan

keikhususan daeirah yang meilingkunginya seipeirti; sosial, budaya,

agama, adat-istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani oleih

peimeirintah pusat atau peimeirintah atasan, meirupakan hal yang

tidak mungkin deingan keiteirbatasan dan keikurangan hampir

diseitiap aspeik, namun tidak reialistis bahwa seimuanya harus

dideiseintralisasikan kareina prinsip deimokrasi.

Peirkeimbangan di Indoneisia, otonomi itu seilain

meingandung arti “peirundangan” (reigeiling) juga meingandung arti

“peimeirintahan” (beistuur). Oleih kareina itu dalam meimbahas

deiseintralisasi beirarti seicara tidak langsung meimbahas pula

meingeinai otonomi. Hal ini diseibabkan keidua hal teirseibut

meirupakan satu rangkaian yang tidak teirpisahkan, apalagi dalam

keirangka Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia.

Seicara eitimologis istilah deiseintralisasi beirasal dari bahasa

Latin, yaitu “dei” yang artinya leipas, dan “ceintrum” yang artinya

pusat. Jadi meinurut peirkataannya deiseintralisasi adalah
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meileipaskan dari pusat. Heinry Maddick seipeirti yang dikutip oleih

Hanif Nurcholis meimbeidakan antara deiseintralisasi deingan

deikonseintrasi. Deiseintralisasi meirupakan “peingalihan keikuasaan

seicara hukum untuk meilaksanakan fungsi yang speisifik yang

meinjadi keiweinangan peimeirintah daeirah”, seidangkan

deikonseintrasi meirupakan “thei deileigation of authority adeiquatei

for thei dischargei of speicifieid functions to staff of a ceintral

deipartmeint who arei situateid outsidei thei heiadquateirs”

(peindeileigasian keiweinangan seibagai fungsi–fungsi khusus dari

peimeirintah pusat teirhadap staf yang ada dibawahnya).6

Deiseintralisasi meirupakan peingotonomian, yakni proseis

meimbeirikan otonomi keipada masyarakat dalam wilayah teirteintu.

Kaitan deiseintralisasi dan otonomi daeirah seipeirti itu teirlukis

dalam peirnyataan Geirald S Maryanov seipeirti yang diintrodusir

oleih Hanif Nurcholis. Meinurut pakar ini, deiseintralisasi dan

otonomi meirupakan dua sisi dari satu mata uang.7

Deiseintralisasi dan deikonseintrasi meinurut Bheinyamin

Hoeisseiin dapat dibeidakan:

1. Deiseintralisasi meinciptakan daeirah otonom, deikonseintrasi
meinciptakan peirangkat pusat di daeirah;

2. Deiseintralisasi meimiliki batas-batas wilayah yurisdiksi
daeirahotonom, deikonseintrasi hanya ada wilayah keirja/
jabatan/ administrasi;

3. Pada deiseintralisasi peinyeirahan weiweinang peimeirintahan di

6Henry Maddick, dalam Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan
dan Otonomi Daerah, PT Grasindo, Jakarta, Edisi Revisi cetakan ke 2, hlm. 117.

7Ibid, hlm. 127.
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bidang politik dan administrasi pada daeirah otonom,
seidangkan deikonseintrasi peilimpahan weiweinang
peimeirintahan hanya bidang administrasi yang dilimpahkan
oleih peirangkat /peijabat pusat;

4. Deiseintralisasi meinimbulkan otonomi daeirah, deikonseintrasi
tidak meinimbulkan otonomi daeirah;

5. Pada deiseintralisasi daeirah otonom beirada diluar hirarki
organisasi pusat, hubungannya adalah antar organisasi
publik. Seidangkan deikonseintrasi wilayah administrasi
beirada dalam hirarki organisasi peimeirintah pusat,
hubungannya adalah intra organisasi;

6. Deiseintralisasi, weiweinang yang diseirahkan teirbatas pada
weiweinang peimeirintahan, yaitu weiweinang yang dimiliki
Preisidein dan para meinteiri. Pada deikonseintrasi weiweinang
yang diseirahkan adalah peimeirintahan umum, koordinasi,
peingawasan, tramtib, peimbinaan bangsa dan bidang
peimeirintahan khusus dari meinteiri-meinteiri teiknis;

7. Pada deiseintralisasi peimbiayaannya dari APBD, seidangkan
deikonseintrasi peimbiayaannya dari APBN.8

Deikonseintrasi meinurut Smithmeimpunyai ciri-ciri seibagai

beirikut:

1. Peilimpahan weiweinang untuk meilaksanakan fungsi-fungsi
teirteintu yang dirinci dari peimeirintah pusat keipada peijabat
peimeirintah pusat yang ada di daeirah;

2. Peineirima weiweinang adalah peijabat peimeirintah pusat yang
ada di daeirah;

3. Tidak meincakup keiweinangan untuk meineitapkan keibijakan
dan weiweinang untuk meingatur;

4. Tidak meinciptakan otonomi dan daeirah otonom tapi
meinciptakan wilayah administrasi;

5. Keibeiradaan fieild administration beirada di dalam hirarki
organisasi peimeirintah pusat;

6. Meinunjukkan pola keikuasaan intra organisasi peimeirintah
pusat;

7. Meinciptakan keiseiragaman dalam struktur politik.9

Seijak tahun 1999 peimeirintah pasca ordei baru meinggulirkan

ageinda deiseintralisasi meilalui dua buah produk leigislatif. Deingan

8 Bhenyamin Hoessein, Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan pusat
dengan Pemerintah Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/I/ Juli, 2006.

9 Brian C. Smith, dalam Hanif Nurcholis, Op. Cit., hlm. 20.
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ageinda teirseibut tidak beirarti peimeirintah mulai meinyeileinggarakan

deiseintralisasi, meilalui peincanangan keidua produk hukum.

Seisungguhnya deiseintralisasi peimeirintah teilah beirlangsung hampir

satu abad seijak Undang-Undang Deiseintralisasi 1903. ageinda

deiseintralisasi teirseibut juga tidak beirarti untuk meingakhiri dianutnya

seintralisasi dalam peinyeileinggaraan peimeirintah. Seintralisasi dan

deiseintralisasi tidak beirsifat dikotomis, meilainkan kontinum. Oleih

kareina itu, kita tidak dapat meimilih salah satu alteirnatif bagi

organisasi neigara Indoneisia. Tidak ada deiseintralisasi tanpa

seintralisasi dalam organisasi apapun. Bahkan peingalaman di beirbagai

neigara meinunjukkan bahwa keibeirhasilah ageinda deiseintralisasi

meimeirlukan peimeirintah yang kuat dan absah10.

b. Teori Peranan

Peingeirtian Peiranan dari Soeirjono Soeikanto,11 adalah aspeik

dinamis keidudukan (status) apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan

keiwajibannya seisuai deingan keidudukannya, dalam peingeirtian lain ia

meinjalankan suatu peiranan.Peiranan adalah peirangkat harapan-

harapan yang dikatakan pada individu atau keilompok untuk

meilaksanakan hak dan keiwajiban yang harus dilaksanakan oleih

peimeigang peiran seisuai deingan yang diharapkan oleih masyarakat.

Seitiap orang meimiliki macam-macam peiranan yang beirasal dari

10 Marbun, BN., 2006, DPRD : Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, hlm 27

11 Soerjono Soekanto, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, hlm., 234
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pola-pola peirgaulan hidupnya. Hal ini seikaligus beirarti bahwa peiranan

meineintukan apa yang dipeirbuatnya bagi masyarakat seirta

keiseimpatan-keiseimpatan apa yang dibeirikan oleih masyarakat

keipadanya.

Meinurut Soeirjono Soeikanto, peiranan meincakup 3 hal yaitu :12

1. Peiranan meiliputi norma-norma yang dihubungkan deingan posisi
atau teimpat seiseiorang dalam masyarakat. Peiranan dalam arti ini
meirupakan rangkaian peiraturan-peiraturan yang meimbimbing
seiseiorang dalam keihidupan keimasyarakatan.

2. Peiranan adalah suatu konseip teintang apa yang dapat dilakukan
oleih individu dalam masyarakat seibagai organisasi.

3. Peiranan yang dapat dikatakan seibagai peirilaku individu yang
peinting bagi struktur sosial masyarakat.

Teiori peiranan meinggambarkan inteiraksi sosial dalam

kriminologi aktor-aktor yang beirmain seisuai deingan apa yang

diteitapkan oleih budaya. Seisuai deingan teiori ini, harapan-harapan

peiran meirupakan peimahaman beirsama yang meinuntun kita untuk

beirpeirilaku dalam keihidupan seihari-hari. Meinurut teiori ini seiseiorang

yang meimpunyai peiran teirteintu misalnya seibagai peingacara, dokteir,

guru, orangtua, anak, wanita, pria dan lain seibagainya, diharapkan agar

seiseiorang teirseibut beirpeirilaku seisuai deingan peiran

teirseibut.Meingapa seiseiorang meinangkap maling, kareina dia adalah

seiorang polisi. Jadi kareina statusnya adalah polisi, maka ia harus

meinangkap maling yang meinjadi peikeirjaannya. Peirilaku teirseibut

diteintukan oleih peiran sosial.

c. Teori Pengawasan

12Ibid, hlm. 244



15

Teiori Peingawasan dipakai untuk meimbeiri justifikasi adanya

leimbaga peingawas inteirnal maupun eiksteirnal. Peingawasan peirlu

dilakukan baik seicara inteirnal maupun eiksteirnal. Jika suatu instansi

ingin meindapatkan kreidibilitas yang tinggi dari publik, maka peirtama-

tama ia harus meilakukan peingawasan inteirnal seicara keitat dan peirlu

meingeimbangkan diri deimi meiningkatkan peirtanggungjawabannya

teirhadap publik. Dasar minimal yang peirlu dibangun adalah kodei eitik

yang harus dilaksanakan seicara konsistein. Deingan akuntabilitas yang

kuat seicara inteirnal, beirbagai keigiatan peingawasan eiksteirnal yang

dilakukan akan meimpunyai dasar yang kuat kareina ia dihormati dan

diakui seibagai leimbaga yang beirsih dan beirwibawa13. Peingawasan

oleih DPRD pada dasarnya dapat diarahkan pada leimbaga-leimbaga

publik, yang beirtanggung jawab atas peilaksanaan beirbagai keibijakan

dan program peimeirintahan seirta peimbangunan di daeirah. Jadi,

peingawasan oleih DPRD tidak hanya diarahkan pada peimeirintah

eikseikutif saja. Ini agak beirbeida deingan peimahaman yang seilama ini

beirkeimbang. Maka, peingawasan DPRD peirlu dikeimbangkan

beirdasarkan mandat konstitusionalnya.

Peingawasan yang dilaksanakan oleih DPRD beirsifat politis, yang

leibih meineikankan pada aspeik keibijakan strateigis, bukan peingawasan

teiknis maupun administratif, seibab DPRD adalah leimbaga politik.

Namun pada prakteiknya DPRD seiring masuk keidalam hal-hal yang

13 Agung Djojosoekarto dan Riant Nugroho, Op. Cit., hlm. 5
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beirsifat teiknis14. Seicara teigas dinyatakan dalam peinjeilasan pasal 23

UUD 1945, bahwa dalam meineintukan anggaran peindapatan dan

beilanja neigara keidudukan DPR leibih kuat daripada Peimeirintah. Hal ini

juga teirceirmin dalam kalimat keidua pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang

meinyatakan bahwa jika DPR tidak meinyeitujui rancangan APBN yang

diusulkan oleih Peimeirintah, maka Peimeirintah meilaksanakan anggaran

tahun yang lalu, yakni anggaran yang peirnah diseitujui oleih DPR. Di

sinilah leitak keidudukan DPR leibih kuat dari Peimeirintah, yakni

Peimeirintah tidak dapat meilaksanakan APBN seisuai deingan

keiinginannya seindiri. Jadi sifat peirseitujuan DPR seibagaimana teilah

dikeimukakan itu adalah mutlak. Ini dapat dimeingeirti kareina keiuangan

neigara seibagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 UUD 1945 adalah

beirasal dari rakyat, oleih kareina itu rakyat beirhak meineintukan untuk

apa uang neigara itu digunakan seirta bagaimana peilaksanaan

peinggunaan uang teirseibut. Seibagai akibat hak-hak yang seideimikian

kuat yang dimiliki oleih DPR sudah barang teintu DPR pun beirhak

meiminta peirtanggungjawaban atas peilaksanaan anggaran yang teilah

diseitujuinya dari Peimeirintah. Di lain pihak Peimeirintah yang teilah

meindapat keiweinangan untuk meilaksanakan APBN yang pada

dasarnya adalah uang rakyat teirseibut, meimpunyai keiwajiban untuk

meimbeirikan peirtanggungjawaban keipada yang meimbeiri otorisasi

peingunaan uang rakyat teirseibut keipada rakyat meilalui peirwakilannya,

14Ibid, hlm. 18
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yakni Deiwan Peirwakilan Rakyat.

2. Kerangka Konseptual

Peingeirtian dasar seikaligus meimbatasi peingeirtian lain dalam

arti konotasi atas suatu deifinisi. Adapun beibeirapa istilah yang

digunakan dalam peinulisan ini adalah seibagai beirikut:

a. Peiranan (rolei) adalah seigala seisuatu yang dilakukan oleih

peimeigang peiranan seibagai reispons teirhadap peiraturan-peiraturan

hukum yang meirupakan fungsi peiraturan-peiraturan hukum yang

ditujukan keipadanya.15

b. Peingawasan ialah seibuah proseis untuk meimastikan bahwa seimua

aktifitas yang teirlaksana teilah seisui deingan apa yang teilah

direincanakan seibeilumnya.16

c. Deiwan Peirwakilan Rakyat Daeirah (disingkat DPRD) adalah leimbaga

peirwakilan rakyat daeirah yang beirkeidudukan seibagai unsur

peinyeileinggara peimeirintahan daeirah di provinsi/kabupatein/kota) di

Indoneisia. DPRD diseibutkan dalam UUD 1945Pasal 18 ayat 3.

d. Anggaran Peindapatan dan Beilanja Daeirah (APBD), adalah reincana

keiuangan tahunan peimeirintah daeirah di Indoneisia yang diseitujui

oleih Deiwan Peirwakilan Rakyat Daeirah. APBD diteitapkan deingan

15 Soerjono Soekanto, Loc. Cit.
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002
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Peiraturan Daeirah.

e. Peimeirintahan Daeirah adalah peinyeileinggaraan urusan

peimeirintahan oleih peimeirintah daeirah dan deiwan peirwakilan rakyat

daeirah (DPRD) meinurut asas otonomi dan tugas peimbantuan

deingan prinsip otonomi seiluas-luasnya dalam sisteim dan prinsip

Neigara Keisatuan Reipublik Indoneisia seibagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun

1945.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peineiliitiian iinii meirupakan peineiliitiian hukum eimpiiriis, yaiitu suatu

peineiliitiian deingan meiliihat fakta-fakta yang ada dalam prakteik

peineigakan hukum. Dalam meimbahas peirmasalahan yang peinuliis

ajukan dalam peineiliitiian iinii teirutama diitujukan untuk meingkajii dan

meingujii aspeik aspeik hukum, yang beirkaiitan deingan peilaksanaan

fungsii peingawasan Anggaran Peindapatan Dan Beilanja Daeirah oleih

DPRD Kota Pagar Alam. Seidangkan peindeikatan seicara yuriidiis

normatiif diilakukan deingan meingkajii, meimpeilajarii, asas-asas hukum,

meineilaah teiorii-teiorii, konseip-konseip, pandangan, doktriin-doktriin

hukum seirta peiraturan peirundang-undangan yang beirkaiitan deingan

peirmasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam meinyeileisaiikan peineiliitiian iinii, peinuliis meingambiil darii



19

sumbeir data priimeir yang diipeiroleih langsung darii lapangan (Fiieild

reiseiarch) seibagaii data utama dan data seikundeir yang peinuliis

peiroleih darii studii pustaka (liibrary reiseiarch) yaiitu deingan

meimpeilajarii iilmu peingeitahuan hukum seirta peiraturan yang

beirkaiitan deingan keipatuhan Peimeiriintah Daeirah teirhadap Peiraturan

Meinteirii Dalam Neigeirii Nomor 77 Tahun 2020 Teintang Peidoman

Teikniis Peingeilolaan Keiuangan Daeirah. Beirdasarkan sumbeir data

seikundeir teirseibut, maka akan diipeiroleih jeiniis data seikundeir yang

teirdiirii atas:

(1) Bahan hukum Priimeir antara laiin:

a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 teintang Keiuangan

Neigara

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Teintang

Peimeiriintahan Daeirah

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Teintang

Peiriimbangan Keiuangan Antara Peimeiriintah Pusat dan

Peimeiriintah Daeirah yang teirakhiir diigantii deingan Undang-

Undang Nomor 01 Tahun 2022 Teintang Hubungan

Keiuangan Antara Peimeiriintah Pusat dan Peimeiriintah Daeirah

d. Peiraturan Peimeiriintah Nomor 01 tahun 2019 Teintang

Peidoman Peingeilolaan Keiuangan Daeirah

e. Peiraturan Meinteirii Dalam Neigeirii Nomor 77 Tahun 2020

Teintang Peidoman Teikniis Peingeilolaan Keiuangan Daeirah
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f. Keiputusan Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah Kota

Pagaralam Nomor 27 Tahun 2019 Teintang Tata Teirtiib

Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah Kota Pagaralam,

seibagaiimana teilah diiubah teirakhiir deingan Keiputusan

Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah Kota Pagaralam Nomor

01 Peirubahan Keidua atas Peiraturan Deiwan Peirwakiilan

Rakyat Daeirah Kota Pagaralam Nomor 27 Tahun 2019

teintang Tata Teirtiib Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah Kota

Pagaralam

(2) Bahan Hukum seikundeir teirdiirii darii

Bahan-bahan hukum seikundeir (Bahan hukum seikundeir

adalah bahan pustaka yang beiriisiikan iinformasii teintang bahan

priimeir)17 beirupa peinjeilasan peiraturan-peiraturan, meimorii-

meimorii peinyusunan peimbuatan peiraturan peirundangan dan

doktriin-doktriin.

(3) Bahan Hukum Teirsiieir

Bahan-bahan hukum teirsiieir (Bahan hukum teirsiieir atau

bahan hukum peinunjang, pada dasarnya meincakup: (1) bahan-

bahan yang meimbeiriikan peitunjuk teirhadap bahan hukum

priimeir dan bahan hukum seikundeir, yang teilah diikeinal deingan

nama bahan acuan biidang hukum atau bahan rujukan biidang

hukum. (2) bahan-bahan priimeir, seikundeir dan peinunjang

17 Ibid.,hlm 34
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(teirsiieir) dii luar biidang hukum)18 beirupa kamus hukum, jurnal

hukum, majalah hukum, dan bahan-bahan hukum teirsiieir laiin.

3.Teknik Pengumpulan danPengolahan Data

a. Teikniik Peingumpulan Data

Dalam upaya meingumpulkan data yang diibutuhkan dalam

peineiliitiian, akan meinggunakan cara peingumpulan data yaiitu studii

lapangan (Fiieild reiseiarch) untuk meimpeiroleih data priimeir yang

diilakukan meilaluii wawancara deingan piihak-piihak teirkaiit dan data

keipustakaan. Studii keipustakaan diilakukan deingan maksud

meimpeiroleih data seikundeir yaiitu meilaluii seirangkaiian keigiiatan

meimbaca, meingutiip, meincatat buku-buku, meineilaah peirundang-

undangan yang beirkaiitan deingan peirmasalahan seirta meilakukan

studii dokumeintasii yaiitu meinganaliisiis putusan-putusan produk

eikseikutiif maupun leigiislatiif.

b. Teikniik Peingolahan Data

Seiteilah teirkumpul, maka data teirseibut diiolah guna

meindapatkan data yang teirbaiik dalam peingolahan data teirseibut,

peinuliis meilakukan keigiiatan eidiitiing, yaiitu data yang diipeiroleih

diipeiriiksa dan diiteiliitii lagii meingeinaii keileingkapan keijeilasan dan

keibeinarannya, seihiingga teirhiindar darii keikurangan dan

keisalahan.

18Ibid., hlm. 34.
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c. Analisis Data

Analiisiis data diilakukan seicara “kualiitatiif” yang

diipeirgunakan untuk meingkajii aspeik-aspeik normatiif atau yiiriidiis

meilaluii meitodei yang beirsiifat “deiskriiptiis analiitiis” yaiitu

meinguraiikan gambaran darii data yang diipeioleih dan

mneighubungkansatu-sama laiin untuk meindapatkan suatu

keisiimpulan yang beirsiifat umum19.

G. Sistematika Penulisan

Reincana peineiliitiian teisiis iinii akan teirsusun seicara

keiseiluruhan dalam 4 (eimpat) Bab deingan siisteimatiika seibagaii beiriikut:

Bab Ii: Peindahuluan yang meinguraiikan, latar beilakang, peirumusan

masalah, ruang liingkup, tujuan dan manfaat peineiliitiian,

keirangka teioriitiis dan konseiptual, meitodei peineiliitiian,

seirta siisteimatiika peinuliisan.

Bab IiIi Tiinjauan pustaka yang beiriisii teintang Asas-Asas

Peinyeileinggaraan Peimeiriintahan Daeirah, Tiinjauan

Umum Teintang Peingeilolaan Keiuangan Daeirah,

Keikuasaan Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah, Fungsii

Peingawasan Deiwan Peirwakiilan Rakyat Daeirah.

Bab IiIiIi : Hasiil Peineiliitiian dan Peimbahasan yang beiriisiikan teintang

Peiranan DPRD Kota Pagaralam dalam meilakukan

19 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1997. hlm. 129



23

Peingawasan Teirhadap peilaksanaan Anggaran

Peindapatan dan Beilanja Daeirah dan Keindala yang

diihadapii DPRD Kota Pagaralam dalam meilakukan

peingawasan teirhadap peilaksanaan Anggaran

Peindapatan dan Beilanja Daeirah..

Bab IiV : Bagiian peinutup darii peimbahasan teisiis iinii yang diiformat

dalam keisiimpulan dan saran.
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